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MOTTO

“Orang yang efektif bukanlah orang yang pikirannya terpusat pada masalah,
Tetapi adalah orang yang pikirannya terpusat pada peluang.
Pada saat kita merasa tidak perlu lagi untuk belajar, Saat itulah kita perlu belajar

banyak tentang kerendahan hati ...”

By : Peter Drucket”

: Dikutip dari : twitter kata-kata bijak @kata2bijak (ditweet : 6 Desember 2018)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku ayahanda Soekamto dan Ibunda Insulastri atas semua untaian do’a,
curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan
dengan tulus ikhlas;

2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang
tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan
ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan

penuh kesabaran.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG MEMPEROLEH VAKSINASI RUBELLA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

THE LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMERS THAT

ACQUIRED RUBELLA VACCINE REVIEWED LAW NUMBER 8
YEAR OF 1999 CONCERNING CONSUMERS PROTECTION

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi IImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

CHRITIAN ADESTIA PRATAMA
NIM : 150710101056

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 JANUARI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, SH M.H.
NIP : 197703022000122001

Vi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MEMPEROLEH VAKSINASI RUBELLA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh :

CHRITIAN ADESTIA PRATAMA
NIM : 150710101056

Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing Anggota,
MARDI HANDONO, S.H., M.H. EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 196312011989021001 NIP : 197703022000122001
Mengesahkan,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

vii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum’at
Tanggal 18
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua, Sekretaris,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H. NUZULIA KUMALA SARI, SSH M.H
NIP : 195711211984031001 NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

MARDI HANDONO, S.H., M.H. I (R
NIP : 19631201198902100

EMI ZULAIKA, S H M.H. I (P )
NIP : 197703022000122001

viii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama . Christian Adestia Pratama
NIM : 150710101056

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Yang Memperoleh Vaksinasi Rubella Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah
diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung
jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus
dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan
paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila

ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2019
Yang menyatakan,

CHRITIAN ADESTIA PRATAMA
NIM : 150710101056



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang
telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah
skripsi dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap
Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulisan skripsi ini
merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program
Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi
ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi.

2. lbu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi

3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi.

4. lbu Nuzulia Kumala Sari,S.H.,M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;

5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto,
S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, Il dan
I11 Fakultas Hukum Universitas Jember ;

6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas
Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;

7. Orang tuaku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah
diberikan dengan setulus hati ;

8. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani,
mendampingiku dan mendengar keluh kesahku ;

9. Teman-teman dan sahabat terbaikku, yang tak bisa disebutkan satu persatu ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang

telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang
seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis
mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah

referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2019
Penulis,

CHRITIAN ADESTIA PRATAMA
NIM : 150710101056

Xi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

RINGKASAN

Permasalahan terhadap vaksinasi virus rubella tidak saja menyangkut efek
samping yang ditimbulkan dari adanya suntikan vaksin tersebut. Masalah lain
muncul menyangkut beredarnya kabar bahwa vaksin tersebut dibuat dari babi, yang
tentunya haram dikonsumsi oleh umat muslim sebagai agama mayoritas di
Indonesia. Dalam kenyataanya vaksin MR adalah sebuah produk penting dari
imunisasi nasional yang berguna untuk mencegah terjadinya penyakit menular
berupa campak (measles) dan rubella (campak Jerman). Kedua penyakit ini dapat
menyebabkan komplikasi penyakit serius seperti diare, paru-paru basah, radang
otak bahkan kematian. Oleh karena itu imunisasi masal adalah langkah
penyelamatan masa depan anak-anak Indonesia. Alasan inilah yang menjadi salah
satu point dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun
2018 tentang penggunaan vaksin MR (Measles-Rubella) produk dari SII (Serum
Institut of India) untuk imunisasi yang secara jelas membolehkan (mubah)
pengunaan vaksin ini. Permasalahan tersebut lebih lanjut perlu mendapatkan
perhatian dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Rumusan masalah
yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen atas
vaksin rubella yang diberikan kepada konsumen mengandung bahan dari babi dan
efek samping terhadap kesehatan ? (2) Bagaimanakah upaya penyelesaian yang
dapat ditempuh oleh pihak konsumen atas adanya kerugian atas vaksin rubella yang
diberikan kepada balita mengandung bahan dari babi dan efek samping terhadap
kesehatan ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe
penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-
undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam
skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari
hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa, Perlindungan
hukum konsumen atas vaksin rubella yang diberikan kepada konsumen
mengandung bahan dari babi dan efek samping terhadap kesehatan, dapat
dikemukakan bahwa terhadap permasalahan vaksinasi virus rubella, dapat
dikemukakan telah adanya payung hukum yang jelas yang diberikan oleh
pemerintah. Pertama, dalam hal konsumen dirugikan dengan adanya vaksinasi
yang telah diberikan, konsumen dalam hal ini dapat menggugat kepada pemerintah
cg. Dinas Kesehatan melalui jalur gugatan konsumen berdasarkan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Dalam hal ini beban
pembuktian dilimpahkan kepada konsumen untuk membuktikan kerugian yang
dialami dari adanya vaksinasi tersebut. Gugatan kerugian dapat dilakukan melalui
jalur perdata maupun tuntutan melalui jalur pidana, sebagaimana diatur dalam
Undang Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, menyangkut adanya kandungan
bahan babi dalam vaksin, dapat dikemukakan bahwa dalam hal ini Majelis Ulama
Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR (Measles-Rubella) produk
dari SII (Serum Institut of India) untuk imunisasi yang secara jelas membolehkan
(mubah) pengunaan vaksin ini. Terkait upaya penyelesaian yang dapat ditempuh
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oleh pihak konsumen atas adanya kerugian atas vaksin rubella yang diberikan
kepada balita mengandung bahan dari babi dan efek samping terhadap kesehatan,
dapat dikemukakan bahwa Pertama, dalam kasus adanya bahan babi, sebagaimana
dikemukakan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2018
tentang penggunaan vaksin MR (Measles-Rubella) hukumnya mubah, artinya pihak
penyelenggara pemberian vaksin sebelum memberi vaksin harus menjelaskan
kepada konsumen atas kandungan vaksin dan persetujuan konsumen yang
bersangkutan atau orang tua anak yang diberi vaksin. Tentunya dari hasil
penjelasan tersebut diberikan 2 (dua) pilihan ya atau tidak. Kalaupun tidak berarti
tidak terjadi permasalahan karena berdasarkan transaksi terapeutik dalam
kedokteran, pasien menolak. Kalaupun ya, berarti pasien menerima konsekwensi
pemberian vaksin tersebut. Kedua, dalam hal terjadinya efek samping terhadap
kesehatan, pemerintah harus bertindak tanggap dan cepat untuk memberi
pertolongan kepada konsumen untuk tindakan medis jangka pendek maupun jangka
panjang, karena kekebalan setiap manusia dalam menerima vaksin tidak sama
demikian juga dengan efek sampingnya

Saran yang dapat diberikan bahwa, Hendaknya pelaku usaha harus
senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya untuk
memberikan yang terbaik bagi konsumen, agar konsumen puas dengan produk
tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka
mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang khususnya terhadap
masalah pencantuman halal dan sertifikasinya. Dalam hal ini Pemerintah
memegang peranan Yyang sangat penting dalam penyelenggaraan kesehatan,
Khususnya denga pemberian vaksin MR (Measles-Rubella). Pemerintah harus
mensosialisasikan dengan baik vaksin tersebut sehingga tidak terjadi polemik
dalam masyarakat. Kepada masyarakat hendaknya menyikapi program pemberian
vaksin MR (Measles-Rubella) dengan baik dan bijaksana. Bagi konsumen muslim
dalam hal ini boleh atau menolak pemberian vakksin tersebut. Bagi konsumen yang
dirugikan atas pemberian vaksin hendaknya dapat menempuh upaya non litigasi
dengan berkonsultasi atau meminta bantuan pihak pemerintah melalui dinas
kesehatan terkait

Xiii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR ISl

Halaman Sampul Depan. ..o
Halaman Sampul Dalam ...
Halaman Motto ..o
Halaman Persembahan ...
Halaman Persyaratan Gelar ...............ccoooiiiiiiiiiiiii e
Halaman Persetujuan ............ccooouiiieeuieieiiee ettt et e e e et e et e e e eeneeane
Halaman Pengesahan ...
Halaman Penetapan Panitia Penguji ...,
Halaman Pernyataan ..............ccoooiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeen
Halaman Ucapan Terima Kasih .................cooiiiiiiiiiiin,
Halaman Ringkasan ...
Halaman Daftar Isi e W ... /.. .00 00 . ....... W &fFoam
Halaman Daftar Lampiran ..............cooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiees
BAB | PENDAHULUAN ...
1.1 JEataBBelakang ... 8.0 000 4. ... 2. oo,

1.2 Rumusan Masalah .....................

1.3 TujuanPenelitian ...............ccoooiiiiiiiiiiin,

1.4 Metode Penelitian .............c.cooiiiiiii.

1.4.1 Tipe Penelitian ...................cooiiiiiin..

1.4.2 Pendekatan Masalah ..............................

1.4.3 Bahan Hukum ...........c.oooiiiiiiii e,

1.4.4 Analisis Bahan Hukum ...................coooiiiinieiee

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA e
2.1 Perlindungan HUKUM .......cccooiiiiiinin e

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

2.1.2  Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

2.2 Perlindungan Hukum Konsumen ...........ccccccvenene.

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Xiv

Hal.

Vi
vii

viii

xii
Xiv
XVi

coO N oo oo o1 o1~ -, P

e e e
N O O o


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.2.2 Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen ..........cccccceenee,

2.3 KONSUMEN oottt
2.3.1 Pengertian KONSUMEN .....ccocveiiriie e

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen............ccccceeveiinvviieeneennnnn

2.4 Pelaku UsSaha ..o
2.4.1 Pengertian KONSUMEN .....ccocviiiicie e eie e

2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen............cccocveveiinvviiecnncnnnne

2.5  Tanggung Jawab HUKUM ..o
2.5.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum ...........ccccoeoveveenenn.

2.5.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum ..........cccccovevviieiiennnn,

2.6 Vaksinasi RUDella ..o
BAB Il PEMBAHASAN. ... ..ot e
3.1  Perlindungan Hukum Konsumen Atas Vaksin Rubella Yang
Diberikan Kepada Konsumen Mengandung Bahan Dari Babi

Dan Efek Samping Terhadap Kesehatan .............cccccovveiecieiinnn

3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Oleh Pihak
Konsumen Atas Adanya Kerugian Atas Vaksin Rubella Yang
Diberikan Kepada Balita Mengandung Bahan Dari Babi Dan

Efek Samping Terhadap Kesehatan .............cccccoeviivieiieiiinciinee,

41  Kesimpulan .........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiie i

4.2 SAFAN-SATAI ... eeeeeee e
DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN

XV

16
16
18
22
22
23
26
26
27
28
31

31

50
63
63


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SlI

(Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi

XVi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional. Pembangunan Kesehatan pada hakikatnya adalah penyelenggaraan
upaya kesehatan untuk mencapai kemakmuran hidup sehat bagi setiap penduduk
agar dapat mewujudkan derajat kesehatan bagi setiap penduduk agar dapat
mewujudkan derajat kesehatan optimal yang besar artinya bagi pengembangan
dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal dan sasaran pembangunan
Nasional. Kesehatan bagi masyarakat merupakan hal terpenting dalam
kehidupan suatu negara. Tingkat kesehatan masyarakat yang baik merupakan
gambaran suatu keberhasilan dan tingkat kemakmuran suatu negara. Kesehatan
masyarakat bisa dikatakan sebagai hak asasi manusia. Negara indonesia sendiri
telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 28 H angka 1 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa : “Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”.

Sebagaimana disebutkan oleh Alfi Fahmi, bahwa :

Pembangunan dan kebijaksanaan di bidang kesehatan disusun dan
dilaksanakan sepenuhnya dalam kerangka azas-azas pembangunan
nasional, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Segala upaya dalam pembangunan kesehatan diarahkan untuk
mencapai derajat kesehatan yang lebih tinggi, yang memungkinkan
setiap orang hidup proaktif, baik sosial maupun ekonomis. *

Demikian halnya disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : Mengingat adanya hubungan yang
erat antara tingkat pendapatan nasional, tingkat kecerdasan dan derajat
kesehatan, maka upaya peningkatan dan pemerataannya perlu dikembangkan
secara serasi. Penyelenggaraan sistem kesehatan nasional diselenggarakan

L Alfi Fahmi, Pembangunan Kesehatan, Jakarta, Pustaka Ilmu, 2010, him.1
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dengan berpedoman pada pemikiran dasar sistem kesehatan nasional. Sistem
kesehatan nasional merupakan sistem terbuka yang bersifat dinamis, sehingga
mampu mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan kesehatan yang
dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik di masa sekarang, maupun di waktu
yang akan datang ke arah tercapainya tujuan nasional.?

Azas dan tujuan pembangunan kesehatan disebutkan dalam Pasal 2 dan 3
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,
keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan
kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia sebagai hak dasar
setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan
secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah
Menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan
terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial
bagi seluruh rakyatnya. Salah satu bentuk pelaksanaan peran pemerintah dalam
pembangunan adalah upaya prefentif dalam mencegah wabah penyakit menular.
Beberapa waktu yang lalu muncul penyakit endemik campak yang diakibatkan
virus.

Rubella atau disebut campak Jerman, adalah penyakit menular yang
disebabkan oleh virus rubella. Gejala rubella yang paling utama adalah demam
ringan dan bintik-bintik merah di kulit. Menurut laporan dari Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018, ada sekitar 8.185 kasus campak
Jerman di Indonesia pada tahun 2017. Rubella sering terjadi pada bayi dan anak

yang belum atau tidak diimunisasi. Tidak ada pengobatan untuk penyakit

2 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
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campak dan rubella, tetapi penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin campak-
rubella atau vaksin MR. Sayangnya, masih banyak orangtua yang menolak
anaknya diimunisasi karena takut akan risiko efek samping vaksin rubella yang
kabarnya bisa menyebabkan kelumpuhan bahkan autisme.>

Vaksin Measles Rubella (MR) adalah jenis imunisasi yang berfungsi
untuk melindungi tubuh dari dua penyakit sekaligus campak (measles) dan
campak Jerman (rubella). Sejatinya, vaksin MR merupakan bagian dari vaksin
Measles, Mumps, Rubella (MMR), tapi di Indonesia vaksin Mumps sengaja
dipisahkan dari keduanya. Hal ini dilakukan karena penyakit Mumps alias
gondongan sudah jarang ditemui di kalangan masyarakat Indonesia. Sementara
itu, campak (baik itu campak “biasa” maupun rubella campak Jerman) masih
sangat sering terjadi pada anak-anak. Campak Jerman juga membutuhkan
perhatian ekstra apabila penderitanya adalah ibu hamil. Pada wanita yang masih
hamil muda, rubella dapat menyebabkan keguguran, kematian bayi dalam
kandungan, hingga kelainan bawaan pada bayi. Vaksin MR diberikan pada
semua anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. *

Permasalahan terhadap vaksinasi virus rubella tidak saja menyangkut
efek samping yang ditimbulkan dari adanya suntikan vaksin tersebut. Masalah
lain muncul menyangkut beredarnya kabar bahwa vaksin tersebut dibuat dari
babi, yang tentunya haram dikonsumsi oleh umat muslim sebagai agama
mayoritas di Indonesia. Dalam kenyataanya vaksin MR adalah sebuah produk
penting dari imunisasi nasional yang berguna untuk mencegah terjadinya
penyakit menular berupa campak (measles) dan rubella (campak Jerman).
Kedua penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi penyakit serius seperti diare,
paru-paru basah, radang otak bahkan kematian. Oleh karena itu imunisasi masal
adalah langkah penyelamatan masa depan anak-anak Indonesia. Alasan inilah
yang menjadi salah satu point dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin Measles Rubella (MR)
produk dari SII (Serum Institut of India) untuk imunisasi yang secara jelas

® https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/efek-samping-vaksin-rubella-vaksin-
mr/dkiakfes pada tanggal 12 Oktober 2018
Ibid
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membolehkan (mubah) pengunaan vaksin ini. Permasalahan tersebut lebih lanjut
perlu mendapatkan perhatian dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

Salah satu contoh kasus kerugian penggunaan vaksin rubella adalah
kasus di Kediri dari orangtua dari Wildan (12), siswa MTs yang mengalami
kelumpuhan kaki total setelah imunisasi measles and rubella, oleh petugas Dinas
Kesehatan Kediri. Orang tua dalam hal ini meminta pertanggungjawaban dari
dinas kesehatan, karena saat dilakukan vaksin itu tidak ada konfirmasi atau
persetujuan dari wali/orangtua siswa. Dokter yang menangani Wildan
menjelaskan, santri Ponpes Lirboyo asal Tulungagung ini menderita guillain-
barre syndrome (GBS), yakni kondisi gangguan kekebalan tubuh yang
menyerang sistem syaraf.’

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. Oleh
karena itu, menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat
mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan
hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan
saling ketergantungan antar konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Berdasarkan
latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan
perlindungan konsumen atas pemberian vaksin rubella dari efek samping yang
diberikan yang merugikan konsumen berikut dalam hal ahan vaksin yang tidak
halal karena mengandung bahan dari babi, serta menuangkannya dalam suatu
karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Yang Memperoleh Vaksinasi Rubella Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas,
maka penulis mencoba mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen atas vaksin rubella yang
diberikan kepada konsumen mengandung bahan dari babi dan efek samping

terhadap kesehatan ?

® https://jatim.antaranews.com/berita/266165/orangtua-dari-anak-korban-rubella-aksi-jalan-
kaki-tulungagung-kediri, dikakses pada tanggal 27 Nopeber 2018 pada pukul 06.03 WIB
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2.

Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak
konsumen atas adanya kerugian atas vaksin rubella yang diberikan kepada

balita mengandung bahan dari babi dan efek samping terhadap kesehatan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

a.

Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang
bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember.

Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan
hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik
yang terjadi dalam masyarakat.

Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang
berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan

almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi

ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum konsumen atas
vaksin rubella yang diberikan kepada konsumen mengandung bahan dari
babi dan efek samping terhadap kesehatan.

Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat ditempuh
oleh pihak konsumen atas adanya kerugian atas vaksin rubella yang
diberikan kepada balita mengandung bahan dari babi dan efek samping

terhadap kesehatan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus

dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman
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dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil
penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau
memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang
kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini
dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan
hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan
kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat
diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha

mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan
dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-
Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. °

1.4.2 Pendekatan Masalah
Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang

dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek
mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari
jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan yang
meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual :
1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

® peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2016, him.194
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Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu
yang dihadapi

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah suatu pendekatan yang
berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang
dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep
hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut
merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi

hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi
mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini meliputi 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan—bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan—catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang
undangan dan putusan—putusan hakim, yaitu :
1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen ;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Imunisasi ;

 Ibid, him.93
8 Ibid, him.60
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5. Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2018 tentang
penggunaan vaksin MR (Measles-Rubella).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum
yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan
hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.” Bahan-bahan
hukum sekunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal
hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap
berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-
notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-
monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil

dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.*

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber
bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non
hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan

topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul
dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode
penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk
menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau
hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis
berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat
para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan

komparatif.

° Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.165
19 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, 2010, hal. 164
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Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu
penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.*

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu
yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu
hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu
hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam
melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat
diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk

kajian akademis.

D 1bid, him.171
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk
tunggal, yang kata jamaknya adalah “alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam
bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung
pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.'?> Hukum
adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu
pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia.
Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar
oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu
memaksa. Menurut R. Soeroso :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang
berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar
serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi
hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum terdiri dari
2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya
perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku.
Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan
mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari
hukum. **

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya
adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan
hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi
semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesian Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan

2 http://www.wikipedia.com/perlindungan-hukum.html, diakses tanggal 9 Oktober 2018
3 R Soeroso, Pengantar llmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, him 24

10
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hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap
warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat
dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat
preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan
hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang
definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,
sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.**

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas.
Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan
pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R.
Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap
memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu
pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah
hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai
sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-
petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati

oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.'

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada
individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut,
menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian
dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis
dari teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori
solidaritas sosial (social solidarity argument).*®

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal
melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah.

Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi
perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat

4 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia. Surabaya: PT.

Bina llmu. 2007, him. 2.

5 R. Soeroso. 2002, Op. Cit. hm. 35.

16 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, him. 54
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dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan
tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan

dalam negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah
perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan
sebagainya).!” Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan
perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari
berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau
ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman
terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur
perlindungan hukum vyaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa
siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat
maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan
pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,

2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai
sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,

3. Asas kesamaan hukum (rechtsgleichheit) yaitu hukum dituntut
sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,

4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan
mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,

5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai
kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.'®

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan
hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu
perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat
dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum
itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di
antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-

kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-

17 W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
1999, him 600.

'8 Sri Soemantri. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni,
2002. hlm. 15.
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kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan
dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum.
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali.
Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu
untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat
dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki
fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscue Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu
adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam
masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata
sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional.
Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan
kepentingan dalam masyarakat. *°
Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan
antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-
kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut
membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat
menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi
kekacauan dalam masyarakat.?’ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk
untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang
baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus
diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan
tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai
sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri
memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu

ditaati anggota nasyarakat.?* Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur

9 Roscue Pounds dalam Bernard L. Tanya, Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia
Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya : CV.Kita, , 2006, hlm.36

% C.S.T. Kansil.. Pengantar llmu Hukum dan Tata Negara Indonesia. Jakarta : Balai
Pustaka. 2001, him. 40

?! Ibid. him. 54
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dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan
terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan
berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada
harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat
agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh
seluruh anggota masyarakat.”> Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari
keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain,
akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut
dengan “ketertiban” atau ‘kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu
bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu
harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat
itu.”> Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan
agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal
membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati.
Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan

dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Perlindungan Hukum Konsumen
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

A.Z. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah
bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang
bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan
konsumen sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan
dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau
jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat
bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum
konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang

lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang

2. C.S. T. Kansil. 2001. Op. Cit. him 40
2 |bid. him 40


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

15

didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari
hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara
mempertahankan hakhak konsumen terhadap gangguan pihak lain. %*

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki
dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar
hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan
dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan
konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah upaya yang terorganisir yang di
dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang
jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen.
Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen adalah untuk
menyeimbangkan antara produsen dengan konsumen atas suatu barang dan atau
jasa yang harus diserahkan produsen berdasarkan perjanjian baik dalam transaksi
perdagangan atau transaksi yang lain. Kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak
konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan
agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-

hak konsumen. 2°

2.2.2  Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum.
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali.
Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu
untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat

dapat diwujudkan. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya

# AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media,
Jakarta, 2001, him. 13
% Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen, Visimedia, Jakarta, 2008, him. 4
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kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada

keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat *°

Tujuan perlindungan konsumen dalam ketentuan pasal 3 Undang Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah :

a)
b)
c)
d)

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi dirinya sendiri

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkan dari akses pemakaian barang dan jasa.
Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen dalam  memilih,
menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi dan atau jasa, kesehatan, keamanan,
dan keselamatan konsumen.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

posisi konsumen yang sangat lemah dalam perlindungan hukumnya. Dalam

Keberadaan perlindungan konsumen sangat penting ditegakkan karena

ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.

Konsumen sendiri dalam pengertian hukum perlindungan konsumen

menurut Ika Meutiah, yaitu :

Konsumen umum (pemakai, pengguna, pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk kebutuhan tertentu), konsumen antara
(pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk
memperdagangkannya, dengan tujuan komersial), dan konsumen
akhir (pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk

% |bid. him 40
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memenuhi kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganya dengan
tujuan tidak untuk memperdagangkan kembali). Konsumen dalam
terminologi konsumen akhir inilah yang dilindungi dalam undang-
undang perlindungan konsumen. Sedangkan konsumen antara
adalah dipersamakan dengan pelaku usaha.”’

Menurut Suud Wahyudi, bahwa :

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu

consumer, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai

:"seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang

tertentu atau menggunakan jasa tertentu” ; atau “sesuatu atau

seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah
barang”. ada juga yang mengartikan " setiap orang yang

menggunakan barang atau jasa. 2%

Hal ini mengingat bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk
memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus
dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan
damai. Sedangkan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya
hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok.
Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu
untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat
dapat diwujudkan. Perlindungan hukum tersebut harus diwujudkan dengan baik
sebagai komitmen suatu negara hukum.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa
perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan upaya yang terorganisir
yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha
yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak-hak konsumen.
Tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana disebutkan dalam

%" |ka Meutiah, Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Rajawali
Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him.12
Suud Wahyudi dalam artikel : http://newyorkermen.multiply.com/artikrl
perlindungan hukum konsumen/item/ 30, posted November 2018
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ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, yaitu : %

g) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi dirinya sendiri

h) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkan dari akses pemakaian barang dan jasa.

i) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam  memilih,
menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

J) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

K) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

I) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi dan atau jasa, kesehatan, keamanan,
dan keselamatan konsumen.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Manusia dalam hidupnya sebagai mahkluk sosial senantiasa dihadapkan
pada hak dan kewajiban, karena ia selalu berinteraksi dengan orang lain dan ia
juga wajib pula menghormati hak dan kewajiban manusia yang lainnya.
Demikian halnya dalam hubungan antara produsen atau pelaku usaha dengan
konsumen dalam suatu perlindungan hukum terhadap konsumen. Dunia usaha
yang penuh dengan persaingan telah mendorong para pelaku usaha untuk terus
meningkatkan usahanya baik dalam hal peningkatan pendapatan perusahaan
maupun dalam hal peningkatan pelayanan terhadap konsumennya. Peningkatan
pelayanan kepada konsumen bertujuan agar barang yang diproduksi perusahaan
dapat diminati oleh konsumen.

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah
mengeluarkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih
menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap

pelaku usaha. Kehadiran Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut

# pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
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diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan
senantiasa menigkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan
sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Sebagaimana disebutkan oleh
Celina Tri Siwi Kristiyanti bahwa :

Hukum perlindungan konsumen saat ini cukup mendapatkan

perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan

masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen, namun
pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan
perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol

sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu

dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan
masyarakat secara luas dapat tercapai. *°

Membicarakan hak dan kewajiban, maka akan kembali pada hakikat
undang-undang dalam hal ini ketentuan Hukum Perdata rumusannya
menyangkut hukum perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Subekti : Suatu
perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain
atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adapun
istilah perjanjian di dalam ketentuan KUH Perdata digunakan istilah persetujuan
yaitu dalam Pasal 1313 yang menyatakan : “Suatu persetujuan adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih.”

Lebih jauh dijelaskan, agar supaya perjanjian itu mempunyai akibat
hukum, maka didalamnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi ketentuan
sebagai berikut : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; (2) Kecakapan
untuk membuat suatu perikatan ; (3) Suatu hal tertentu dan (4) Suatu sebab yang
halal. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai
orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, jika dari kedua syarat
tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang timbul adalah dapat

dibatalkannya perjanjian itu. Sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat

%0 Celina Tri Siwi K., 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, him.1
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objektif karena mengenai perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang
dilakukan, jika dari kedua syarat yang terakhir ini tidak terpenuhi, maka
berakibat batal demi hukum.

Isi dari perjanjian ini adalah lahirnya perikatan diantara kedua pihak
yang mengadakan perjanjian. Hakekat perikatan adalah suatu hubungan hukum
antara dua pihak, dan kemudian menerbitkan suatu hak dan kewajiban yang
mengikat para pihak tersebut, hak untuk menuntut sesuatu dan di lain pihak
adalah kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan seperti yang
dimaksudkan tersebut di atas paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa
dimana para pihak saling menjanjikan sesuatu. Mengenai sumber-sumber
perikatan oleh undang-undang diterangkan bahwa perikatan dapat lahir dari
suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari
undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari
undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang.
Mengenai hal yang terakhir tersebut, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan
yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari suatu
perbuatan melawan hukum.

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu
kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian
harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya.
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menetapkan bahwa segala perjanjian yang
dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang
membuatnya. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat
sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga dan barang dan
atau jasa, tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian
tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk
memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan
kewajiban para pihak, Undang-undang perlindungan Konsumen telah
memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen

dan pelaku usaha.
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Alfi Fahmi menyatakan hak dasar konsumen ada 4 (empat), yaitu :

a) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right safety)

b) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
¢) Hak untuk memilih (the right to choose)

d) Hak untuk didengar (the right to be heard).*

Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Dalam
perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The
International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi
beberapa hak seperti mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan
ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Tujuan perlindungan hukum kepada kosumen pada hakikatnya adalah
memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen terhadap barang dan atau
jasa. Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen adalah :

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa

b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang
dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan.

¢) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan atau jasa.

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau
jasa yang digunakan.

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh

f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.

h) Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi, dan atau
penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen dijelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

a) Membaca atau mengikuti petunuuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan
dan keselamatan ;

3L Alfi Fahmi dalam artikel : http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com content
&view=article&id=153&Itemid=153, posted 08Mei 2015
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b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan
atau jasa

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati ;

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen.

Jika disimak dengan baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut
merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk
menciptakan ‘“budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Hak dan
kewajiban konsumen merupakan dasar patokan untuk saling melengkapi dan
mengembangkan suatu produk atau jasa yang saling terkait diantara kedua belah
pihak. Konsumen harus melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen
hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kedua

belah pihak.

2.4 Pelaku Usaha
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Salah satu pihak pada transaksi ekonomi adalah para produsen atau
pelaku usaha. Dengan semakin kritisnya masyarakat, terlihat kecenderungan
mereka untuk menyelaraskan produk dengan keinginan konsumen. Mereka
meninggalkan paradigma product out, yaitu memproduksi barang dan jasa
sebanyak-banyaknya tanpa diimbangi quality control yang memadai. Ketentuan
Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terkait dengan keberadaan pelaku usaha dalam perlindungan konsumen
Indah Sukmaningsih menyatakan bahwa :

Kini paradigmanya market in, yaitu menguji aspek keamanan dan
perlindungan konsumen sebelum suatu produk dilepas ke pasar.
Karena prosesnya lebih panjang dan biaya mungkin juga lebih
besar, mau tidak mau konsumen akan membayar lebih mahal.
Komunitas pelaku usaha juga berubah dari paradigma let be
consumer beware yaitu konsumenlah yang harus hati-hati sebelum
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mengonsumsi barang dan jasa, ke paradigma let producer beware,

yaitu produsenlah yang harus berhati-hati sebelum melepas produk

ke pasar.®

Proses transaksi produsen-konsumen jika dahulu dilakukan tanpa adanya
Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka Kkini hak-hak konsumen secara
mengikat menjadi norma-norma hukum. Masyarakat konsumen mempunyai
dasar hukum (legal base) untuk menuntut hak-haknya. Ini membuat produsen
lebih berhati-hati. Saat ini berbagai kebijakan publik, walaupun prosesnya
melalui persetujuan DPR hasilnya bila dikaji mendalam banyak merugikan
kepentingan masyarakat konsumen kelas menengah bawah. Adanya intensitas
cukup tinggi di bidang kebijakan publik pada arus domestik maupun global
mengharuskan perlindungan terhadap konsumen tidak hanya memasuki masalah
mikro, tetapi juga makro.

Faktor utama penyebab lemahnya kondisi dan kedudukan konsumen di
Indonesia adalah tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak
dan kewajibannya. Kelemahan ini terjadi karena pendidikan untuk meningkatkan
kesadaran konsumen masih dirasa sangat kurang menyentuh masyarakat
konsumen secara luas. Kepastian hukum yang dijamin dalam perlindungan
konsumen ini adalah segala proses pemenuhan kebutuhan konsumen yaitu sejak
benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan pemakaman, dan segala kebutuhan
diantara kedua masa itu. Dalam hal ini pemberdayaan konsumen untuk memiliki
kesadaran, kemampuan, dan kemandirian melindungi diri sendiri dari berbagai
ekses negatif pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
kebutuhannya. Pemberdayaan konsumen juga ditujukan agar konsumen

memiliki daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain konsumen, yang terkait dengan konsumen adalah pelaku usaha.
Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang
perseorangan atau badan hukum vyang didirikan dan berkedudukan atau

%2 Indah Sukmaningsih dalam Yudi Pangestu, Hukum Perlindungan Konsumen di
Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hIm.36
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melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dakam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya akan menghasilkan
suatu produk yang berguna bagi konsumen, yaitu berupa barang dan/atau jasa.
Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen :

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak
dapat dihabiskan, yang dapat dipergunakan, atau dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Perlindungan Konsumen
menyebutkan bahwa : Jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan
atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
konsumen. Menurut A.Z. Nasution apa yang diistilahkan barang dan/atau jasa
adalah produk konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan
konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak untuk diperdagangkan.
Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai
keseimbangan berusaha atas hak-hak yang diberikan konsumen, kepada para
pelaku usaha diberikan hak untuk :

a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang
diperdagangkan.

b) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik

¢) Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian
hukum sengketa kosumen

d) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan
atau jasa yang diperdagangkan.

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan
lainnya. ¥

Konsekwensi dari hak konsumen yang telah disebutkan, maka kepada
pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
a) Beritikad baik

% A.Z Nasution, Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Rajawali
Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him.18
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b) Menjamin mutu dalam melakukan kegiatan usahanya

c) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

d) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif barang dan atau jasa yang
diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan
standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku

e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan
atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberikan
jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau
diperdagangkan.

f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan
barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

g) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian
apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan
tidak sesuai dengan perjanjian. *

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut
merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ditargetkan” untuk
menciptakan “budaya” tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Istilah
perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu,
perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun yang mengandung
perlindungan bukan sekedar aspek fisik, melainkan hak yang bersifat abstrak.
Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan
perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Disamping dibebani beberapa kewajiban, pelaku usaha dalam melakukan
usahanya dibatasi dengan berbagai larangan. Perbuatan yang dilarang bagi para
pelaku usaha diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 10 Pasal, dimulai dari Pasal 8
sampai dengan Pasal 17. Ketentuan tersebut merupakan satu—satunya ketentuan
yang bersifat general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan dan
distributor di Indonesia. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam
ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen tersebut dapat dibagi dalam dua larangan pokok yaitu :

% bid, him.19-20
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1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat atau
standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan
oleh konsumen

2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak

akurat yang menyesatkan konsumen. *

2.5 Tanggung Jawab Hukum
2.5.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab, terlebih tanggung jawab sangat luas
pengertiannya. Menurut Peter Salim membagi tanggung jawab dalam arti
accountbility, responsibility, dan liability. Tanggung jawab dalam arti hukum
biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti responsbility
menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti “wajib menanggung segala
sesuatunya”, kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh
hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban
tindakan sendiri atau oranglain. *® Tanggung jawab dalam arti liability berarti
menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau
perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.*’

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian
(omission/nalaten) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam
itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa
seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab.
Pengertian-pengertian “tanggung jawab” dan “kesalahan” ini merupakan
pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. ** Hanya dengan
pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak

mempunyai kesalahan. Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang

% Gunawan Widjaja Dani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta:

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal.39
% peter Salim, Comtemporary English-Indonesian Dictionary, Jakarta, Modern
EnglishPress, 1985, him.22
Lukman Ali, Ed, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, him.18
% peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group,
2009, hal. 253
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diberikan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan
konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
usaha yang merugikan konsumen memberikan hak pada konsumen yang
dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang
merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh

konsumen tersebut.

2.5.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep
tanggung jawab dalam arti liability ini makin dirasa perlu untuk membuat
kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang
sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran aplikasinya.
Adapun pembedaan dapat dilihat sebagai berikut : *°

Pertama : Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (based on fault
liability) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini
terkenal dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) berlaku umum
terhadap siapapun. Kedua : Tanggung jawab praduga bersalah (presumption of
liability) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan
olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah. Ketiga :
Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without fault) yaitu perusahaan
yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak
ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

Bentuk tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab
individu dan tanggung jawab kelompok.** Hubungan tersebut ditentukan oleh
aturan/ tatanan hukum yang terkait dengannya. Contohnya pertanggungjawaban
korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi
tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang
disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap

¥ Gunawan Widjaja Dani dkk, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta:

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal.58

0 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*1 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York: Russell & Russel, 1961,
hal.100
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perjanjian tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara
dipersonifikasikan.** Sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang
dilakukan oleh seorang individu-individu korporasi atau organ negara, maka
sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara.*®

Dalam pertanggungjawaban hukum dikenal 2 (dua) teori yang mendasari
seseorang melakukan suatu tindakan berdasar kehendaknya, diantaranya adalah
sebagai berikut : **

a) Teori Kehendak Bebas
Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal
adalah seseorang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup
bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga
tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan.

b) Teori Determinisme
Menurut teori determinisme, kehendak seseorang tidak bebas,
melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam
manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya,
lingkungan. Menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap
kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

2.6 Vaksinasi Rubella

Rubella atau biasa disebut campak jerman, adalah penyakit menular yang
disebabkan oleh virus rubella. Gejala rubella yang paling utama adalah demam
ringan dan bintik-bintik merah di kulit. Menurut laporan dari Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2018, ada sekitar 8.185 kasus campak
Jerman di Indonesia pada tahun 2017. Rubella sering terjadi pada bayi dan anak
yang belum atau tidak diimunisasi. Tidak ada pengobatan untuk penyakit
campak dan rubella, tetapi penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin campak-
rubella, alias vaksin MR. Sayangnya, masih banyak orangtua yang menolak
anaknya diimunisasi karena takut akan risiko efek samping vaksin rubella yang
kabarnya bisa menyebabkan kelumpuhan bahkan autisme.*®

Vaksin MR adalah jenis imunisasi yang berfungsi untuk melindungi
tubuh dari dua penyakit sekaligus campak (Measles) dan campak Jerman

*2 Jimly Asshiddigie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, 2006, him.9

** Hans Kelsen, Op.Cit. hal. 102

* Peter Mahmud Marzuki, Op. cit. hal. 257-258

** https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/efek-samping-vaksin-rubella-vaksin-
mr/dkiakses pada tanggal 12 Oktober 2018
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(Rubella). Sejatinya, vaksin MR merupakan bagian dari vaksin MMR (Measles,
Mumps, Rubella), tapi di Indonesia vaksin Mumps sengaja dipisahkan dari
keduanya. Hal ini dilakukan karena penyakit Mumps alias gondongan sudah
jarang ditemui di kalangan masyarakat Indonesia. Sementara itu, campak (baik
itu campak “biasa” maupun rubella campak Jerman) masih sangat sering terjadi
pada anak-anak. Campak Jerman juga membutuhkan perhatian ekstra apabila
penderitanya adalah ibu hamil. Pada wanita yang masih hamil muda, rubella
dapat menyebabkan keguguran, kematian bayi dalam kandungan, hingga
kelainan bawaan pada bayi. Vaksin MR diberikan pada semua anak usia 9 bulan
sampai dengan kurang dari 15 tahun selama masa kampanye vaksinasi MR. *°

Indonesia berkomitmen untuk mencapai eliminasi penyakit campak
(measles) dan pengendalian penyakit Rubella (Congenital Rubella Syndrome)
pada tahun 2020. Salah satu strateginya dengan melaksanakan Kampanye dan
Introduksi Imunisasi Measles Rubella (MR). Kampanye Imunisasi MR yang
dilaksanakan dua fase, pada Agustus-September 2017 dan bulan yang sama pada
tahun 2018 adalah suatu kegiatan imunisasi secara massal. Upaya ini untuk
memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella secara cepat, tanpa
mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya. Imunisasi MR diberikan pada
anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun selama masa kampanye.

Imunisasi MR masuk ke dalam jadwal imunisasi rutin segera setelah
masa kampanye berakhir, diberikan pada anak usia 9 bulan, 18 bulan dan anak
kelas 1 SD/sederajat tanpa dipungut biaya. Untuk dapat memutuskan mata rantai
penularan penyakit campak dan rubella maka diperlukan cakupan imunisasi
minimal 95%. Dengan cakupan imunisasi MR yang tinggi pada sasaran usia 9
bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun ini juga dapat melindungi kelompok
usia yang lebih besar termasuk ibu hamil agar tidak tertular virus rubella, karena
sekitar 80% sirkulasi virus campak dan rubella terjadi pada usia tersebut.

% 1bid
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum konsumen atas vaksin rubella yang diberikan kepada
konsumen mengandung bahan dari babi dan efek samping terhadap kesehatan,
dapat dikemukakan bahwa terhadap permasalahan vaksinasi virus rubella,
dapat dikemukakan telah adanya payung hukum yang jelas yang diberikan
oleh pemerintah. Pertama, dalam hal konsumen dirugikan dengan adanya
vaksinasi yang telah diberikan, konsumen dalam hal ini dapat menggugat
kepada pemerintah cg. Dinas Kesehatan melalui jalur gugatan konsumen
berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
Konsumen. Dalam hal ini beban pembuktian dilimpahkan kepada konsumen
untuk membuktikan kerugian yang dialami dari adanya vaksinasi tersebut.
Gugatan kerugian dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun tuntutan
melalui jalur pidana, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perlindungan
Konsumen. Kedua, menyangkut adanya kandungan bahan babi dalam vaksin,
dapat dikemukakan bahwa dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah
mengeluarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun
2018 tentang penggunaan vaksin MR (Measles-Rubella) produk dari Sli
(Serum Institut of India) untuk imunisasi yang secara jelas membolehkan
(mubah) pengunaan vaksin ini.

2. Terkait upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak konsumen atas
adanya kerugian atas vaksin rubella yang diberikan kepada balita mengandung
bahan dari babi dan efek samping terhadap kesehatan, dapat dikemukakan
bahwa Pertama, dalam kasus adanya bahan babi, sebagaimana dikemukakan
Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2018 tentang
penggunaan vaksin MR (Measles-Rubella) hukumnya mubah, artinya pihak

penyelenggara pemberian vaksin sebelum memberi vaksin harus menjelaskan
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kepada konsumen atas kandungan vaksin dan persetujuan konsumen yang
bersangkutan atau orang tua anak yang diberi vaksin. Tentunya dari hasil
penjelasan tersebut diberikan 2 (dua) pilihan ya atau tidak. Kalaupun tidak
berarti tidak terjadi permasalahan karena berdasarkan transaksi terapeutik
dalam kedokteran, pasien menolak. Kalaupun ya, berarti pasien menerima
konsekwensi pemberian vaksin tersebut. Kedua, dalam hal terjadinya efek
samping terhadap kesehatan, pemerintah harus bertindak tanggap dan cepat
untuk memberi pertolongan kepada konsumen untuk tindakan medis jangka
pendek maupun jangka panjang, karena kekebalan setiap manusia dalam

menerima vaksin tidak sama demikian juga dengan efek sampingnya.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan
kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa
saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaku usaha harus senantiasa menjaga dan berupaya
meningkatkan produk yang dihasilkannya untuk memberikan yang terbaik
bagi konsumen, agar konsumen puas dengan produk tersebut sehingga dapat
menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan
perlindungan konsumen yang baik dan seimbang khususnya terhadap masalah
pencantuman halal dan sertifikasinya. Dalam hal ini Pemerintah memegang
peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kesehatan, khususnya
denga pemberian vaksin MR (Measles-Rubella). Pemerintah harus
mensosialisasikan dengan baik vaksin tersebut sehingga tidak terjadi polemik
dalam masyarakat.

2. Kepada masyarakat hendaknya menyikapi program pemberian vaksin MR
(Measles-Rubella) dengan baik dan bijaksana. Bagi konsumen muslim dalam
hal ini boleh atau menolak pemberian vakksin tersebut. Bagi konsumen yang
dirugikan atas pemberian vaksin hendaknya dapat menempuh upaya non
litigasi dengan berkonsultasi atau meminta bantuan pihak pemerintah melalui
dinas kesehatan terkait.
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 33 Tahun 2018

Tentang

PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII

(SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang

Mengingat

a. bahwa saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit

Campak dan Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan
penyakit yang mudah menular dan berbahaya, karena bisa
menyebabkan cacat permanen dan kematian. Anak-anak
merupakan kelompok yang sangat rentan terkena penyakit
tersebut. Untuk mencegah mewabahnya dua penyakit tersebut,
dibutuhkan ikhitar dan upaya yang efektif, salah satunya melalui
imunisasi;

. bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari

bahaya penyakit campak dan rubella, Pemerintah menjalankan
program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI
mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum
pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai
panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan;

bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu
menetapkan fatwa tentang penggunaan Vaksin MR Produksi SII
untuk Imunisasi agar digunakan sebagai pedoman.

Al-Quran al-Karim

a. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri
dalam kebinasaan, antara lain:

S0 ) 1l 130 s

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan... QS Al-Baqarah [2]: 195

b. Firman Allah SWT yang memperingatkan agar tidak
meninggalkan generasi yang lemah, antara lain:

\Mf cole | uuwf@j;r@}uﬁb@;du\ s
T Y35 10,45
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lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Al-
Nisa: 9)
c. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal
dan thayyib, antara lain:

oLt ool 125 Y5 L Yo 25V g G0 G g

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagimu. (QS. Al-Bagarah: 168).

d. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi
kedaruratan syar’i dibolehkan mengonsumsi yang haram,
antara lain:

=

S a3 3 el g e g 500 i 1S 3
25 38 ) Oyl B 56 5 Y5 00 2

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih)
disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan
terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS. Al-Bagarah [2]:173)

) 5 fa) uxﬁrﬁag CRAR I

... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa
yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu
memakannya... (QS. Al-An’am : 119)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:
D I 6 06 o e dy Lo o3 52 4 L il o i of e
(&) olsyy 2is 4 J5T Y 2

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak
menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”.
(HR. al-Bukhari)

AK

!
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“Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali
menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)”.
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)

- -

AN ijww\”www\yww 5 J6 2 J6 I3 N

e
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“Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap
penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang
haram”. (HR. Abu Dawud)

v*“ S 5aadl 135 \;a}jspwwusw JuJudw\f

(@b olyy) Gl dist w‘wwd‘ﬁcw‘ L wtﬁl‘”&'ﬂ

“Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang ‘Ukl atau
Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya
(sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar
mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing
dan susu unta tersebut”, (HR. al-Bukhari)

S N 3 ¥ ke e b Joo i Gt 25 JBJ6 e i 2
(b oply Mg aioly))

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Tidak
boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh
(pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan
bahaya (yang merugikannya).” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

u}i@g;ﬁigﬂ\élzj\i Hﬂjwwu@ g\u;\w i a5

(S ol " 13552 6 rﬂjj u@b &5 133 FHENEE u@b
Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim
bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang
dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari Nabi SAW bahwa
beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di
suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut.
Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang

kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut".
(HR. al-Bukhari).
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Abu Salamah bin ‘Abd al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu
Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi SAW (bahwa beliau
bersabda): “Janganlah kalian mendatangkan orang yang sakit
kepada orang yang sehat” ... (HR. al- Bukhari).

°2 s

218 Gl b o A g il 06wyl e Lk f 22
b 35 R e B 4 (I 555 Wi B Sl A Jst

(il oly)) o

Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata:
Aku bertanya kepada Rasulullah saw, katakau: Wahai Rasulullah, apa
pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan
obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan
penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah
berarti kami menolak taqdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah
taqdir Allah” (HR. al-Tirmidzi).

3. Kaidah-Kaidah figh:

sl i :sz.db
"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perzntah untuk
melaksanakan sarananya”

& & B3

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

O&YT L,3E 3 5%
“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.”
IR 55
“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”
AR ) Ce.ﬂ 2o sl 22s

"Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah
(timbulnya) kemadharatan yang merata”

o] “ } o 2 A, /n}d‘
“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang
L;a).u; 393 854 ,,,a_U

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dlbataSI sesuai kadar
(kebutuhan)-nya.”
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Memperhatikan:

1.

“Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karena
adanya dlarurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar
dzatnya (lighairihi) maka dibolehkan karena adanya hajat.

Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam Kitab Qawa’id Al-
Ahkam yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan
barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

) islas Y @i el 32 5 cllsdy @ s

sl ol asdias 2 ST 118

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan
benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat
kesehatan dan keselematan lebih diutamakan daripada mashlahat
menjauhi benda najis”.

Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu’ juz 9 halaman
55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan
syarat tertentu :

6 galis el 34 115 ansdy g3 32 u\/, Bl J6
)" s g ales c OV YL Bl ct 805
15 uns o5 oo st K fis 34 A 2 s 2%l
Opg 2l Gle gpiiad 0813 532 G sl J6 4% 12
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“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat :
Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan
apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya.
Apabila telah didapatkan - obat dengan benda yang suci - maka
haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada
perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist “ Sesungguhnya
Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang
diharamkan atas kalian “, maka berobat dengan benda najis menjadi
haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan
tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut.
Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat :
Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang
berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa
belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter
muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat -
dengan benda najis itu’.
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benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada
benda suci yang dapat menggantikannya:

KU AUV I It TP o (591383

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda
suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-
Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

4. PendapatImam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab Nihayatul Muhtaj
juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang
menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

~
;
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.. Adapun perintah Nabi SAW kepada suku ‘Uraniy untuk meminum
air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan
sekalipun ia najis, kecuali khamr”

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin, juz 2
halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik
dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya
dalam kondisi darurat :

! _of
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Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan

menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis
penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan
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boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat
(mughallazhah), --yaitu najisnya anjing dan babi—maka tidak boleh.
Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya.
Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal
al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya,
demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam
kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh
memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain
saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir
akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak
ditrmukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi
tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit
bangkai kambing dan bangkai lannya dalam kondisi normal? Ada dua
pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut
diharamkan.

6. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-
Muhtaj juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan
larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

J& N s & PN SR Y 3 Al BT EY (i)
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... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya
lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan
memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar)
seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti
halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski
tidak membahayakan.

7. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab al-Syarh al-Kabir juz
2 halaman 115 yang menjelaskan definisi dlarurat dan kebolehan
mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena
dlarurat, sebagai berikut:
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..Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan
terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi takut
atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

8. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni juz 9
halaman 416 sebagai berikut:
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Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab
kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari
kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemslahatan
menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

9. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Figh al-Islami wa
Adillatuh juz 4 halaman 2602 yang mendefinisikan dlarurat dan
hukumnya, sebagai berikut:

(lakas sy Lole SIOAI o i) e st a1 eaSmg 39,01 iy
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Definisi dlarurat dan hukumnya: yaitu takut atas jiwa dari
kebinasaan, dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan
(prediksi). Karenanya, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai
hampir meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekuatiran
akan kebinasaan tersebut bersifat prediktif.

10. Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV) Tahun
2002 dan Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio oral (OPV)
Tahun 2005;

11. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan.
12. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi

13. Keputusan [jtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2015
yang diselenggarakan di Pesantren At-Tauhidiyah Tegal yang
terkait dengan imunisasi;

14.Hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian
Kesehatan RI pada tanggal 3 Agustus 2018 yang antara lain
menyepakati adanya pengajuan sertifikasi halal terhadap produk
vaksin yang digunakan untuk imunisasi MR serta pengajuan fatwa
MUI tentang pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia sebagai
pedoman.

15. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor SR.02.06/Menkes/449/2018
tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Fatwa MUI tentang
Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella di Indonesia, yang intinya
menjelaskan bahwa kampanye imunisasi MR merupakan
pelaksanaan kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk
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terkait dengan pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk
dijadikan sebagai panduan pelaksanaan dari aspek keagamaan

16. Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya
Nomor DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan
dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada
intinya menjelaskan bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan
yang dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai
produsen Vaksin MR berasal dari bahan sebagai berikut:

a. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari
kulit babi dan trypsin yang berasal dari pankreas babi.

b. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam
proses produksinya, yaitu laktalbumin hydrolysate.

c. Bahan yangberasal dari tubuh manusia, yaitu human diploid cell.

17.Penjelasan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Ketua Komnas KIPI (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi), Pengurus IDAI (Ikatan Dokter Anak
Indonesia), Pengurus ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group
on Immunization) dan Direktur PT. Bio Farma dalam rapat Komisi
Fatwa, Jumat, 17 Agustus 2018 yang antara lain:

a. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang
disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin.
Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak
kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk dan/atau
pilek dan/atau konjungtivitis dan dapat berujung pada
komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis dan bahkan
dapat menyebabkan kematian. Ketika seseorang terkena
campak, 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita
dapat tertular jika mereka belum kebal terhadap campak.
Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi atau telah terinfeksi
virus campak sebelumnya.

b. Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering
menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Penyakit ini
mudah menular, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam
kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik apabila rubella
ini menyerang pada wanita hamil terutama pada masa awal
kehamilan. Infeksi rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan
keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan
atau dikenal dengan sindrom rubella kongenital (Congenital
Rubella Syndrome/CRS).

c. Komplikasi dari campak yang dapat menyebabkan kematian
adalah adalah radang paru (pneumonia) dan radang otak
(ensefalitis). Sekitar 1 dari 20 penderita Campak akan
mengalami komplikasi radang paru dan 1 dari 1.000 penderita
akan mengalami komplikasi radang otak. Selain itu, komplikasi
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penderita butuh perawatan di RS.

d. Jumlah kasus Campak dan Rubella dan kematian dalam 5 tahun
terakhir di Indonesia adalah; Tahun 2014 : jumlah kasus suspek
12.943 dengan 15 kematian (2.241 positif campak, 906 positif
Rubella); Tahun 2015 : jumlah kasus suspek 13.890 dengan 1
kematian (1.194 positif campak, 1.474 positif Rubella); Tahun
2016 : jumlah kasus suspek 12.730 dengan 5 kematian (2.949
positif campak, 1.341 positif Rubella); Tahun 2017 : jumlah
kasus suspek 15.104 dengan 1 kematian (2.197 positif campak,
1.284 positif Rubella); dan Tahun 2018 (s.d bulan Juli) : jumlah
kasus 2.389 (383 positif campak, 732 positif Rubella), sehingga
total kasus campak-rubella yang dilaporkan dalam 5 tahun
terakhir adalah 57.056 kasus (8.964 positif campak, 5.737
positif Rubella). Kurang lebih 89% kasus campak diderita oleh
anak usia di bawah 15 tahun. Sedangkan untuk rubella, kurang
lebih 77% penderita merupakan anak usia di bawah 15 tahun.

e. Berdasarkan hasil kajian terhadap situasi campak dan rubella di
Indonesia oleh Kemenkes bersama para ahli dari WHO dan
akademisi dari fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan
masyarakat di Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2014
yang lalu, dengan mempertimbangkan situasi cakupan
imunisasi dan kejadian penyakit campak serta rubella maka
direkomendasikan agar dilakukan kampanye imunisasi MR
dengan sasaran usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun. Bila
tidak dilakukan kampanye dengan sasaran sebagaimana
direkomendasikan maka akan terjadi peningkatan jumlah
akumulasi kasus penyakit campak dan rubella

f. Pelaksanaan kampenya imunisasi MR dimaksudkan untuk
meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penularan
penyakit Campak dan Rubella yang dapat menyebabkan
kecacatan dan kematian. Juga untuk memutuskan transmisi
virus Campak dan Rubella, menurunkan angka kesakitan
Campak dan Rubella serta menurunkan angka kejadian CRS.

g. Pelaksanaan Imunisasi MR di Indonesia menggunakan Vaksin
MR produksi Serum Institute of India dengan pertimbangan
bahwa vaksin MR tersebut telah memperoleh rekomendasi
WHO dan jumlahnya mencukupi, sementara itu ada dua produk
vaksi MR yang lain yaitu produk Jepang yang hanya mencukupi
untuk kebutuhan nasionalnya dan tidak diekspor, dan produk
China yang belum memperoleh rekomendasi dari WHO terkait
standar keamanannya.

18.Pandangan Komisi Fatwa yang menilai bahwa Kementerian
Kesehatan, Komnas KIPI, IDAI, ITAGI dan PT. Biofarma memenuhi
syarat kompetensi dan kredibilitas dalam memberikan penjelasan
mengenai urgensi dan signifikansi pelaksanaan imunisasi MR di
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pelaksanaan imunisasi MR sudah memenuhi Kkeriteria dlarurat
syar’iyyah mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan
imunisasi serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum
ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan
penyakit campak dan rubella.

19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang
Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 20
Agustus 2018.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA)
PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya
hukumnya haram.

2. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram
karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal
dari babi.

3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada
saat ini, dibolehkan (mubah) karena :

a. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah)
b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci

c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang
bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya
vaksin yang halal.

4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3
tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin Kketersediaan vaksin halal untuk
kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan
mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai
panduan dalam imunisasi dan pengobatan.

4. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO
dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan
kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan
vaksin yang suci dan halal.
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1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan

fatwa ini.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 08 Dzulhijjah 1439 H

20 Agustus 2018 M
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA DR.H. ASRORUN NI’'AM SHOLEH, MA
Mengetahuai:
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULA

Ketua Umum, 4 Jenderal,

\I¥at
Prof. Dr. KH. MA’RUF AMIN BT, H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.
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